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ABSTRAK 
 
MUH.MASWAR BR (B111 10 483), “TINMJAUAN KRIMINOLOGI 
TERHADAP PRODUSEN MINUMAN KERAS TRADSIONAL DI 
KABUPATEN ENREKANG” di bawah bimbingan Prof.Dr.H.M.Said 
Karim, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I, dan Kaisaruddin 
Kamaruddin, S.H. sebagai pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan maraknya produsen minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat 
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang,serta untuk 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten 
Enrekang. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, dengan memilih 
tempat penelitian di Polres Enrekang untukl memperoleh data primer dan 
sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 
membandingkan data yang ada dan keadaan nyata tentang faktor-faktor 
yang menyebabkan maraknya produsen minuman keras tradisional dan 
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab 
maraknya produsen minuman keras tradisional yaitu faktor ekonomoi, 
faktor lingkungan sosial dan budaya..Selanjutnya yang menjadi upaya-
upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangulangi 
kejahatan peradaran minuman keras tradisional yaitu: 1. Upaya Pre-emtif 
yakni: a. Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada 
masyarakat; b. Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho dan 
menghimbau lewat media cetak tentang bahaya minuman keras.2. Upaya 
preventif yaitu dengan memperketat pengawasan denagn melakukan 
patroli rutin pad tempat rawan peredaran minuman keras tradisional di 
Kabupaten Enrekang. 3. Upaya represif yaitu melakukan penindakan 
secra tegas, penyidikan  dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan 
peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang  serta sanksi yang bisa 
menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang 
yang hendak melakukan  hal serupa agr dapat mengurungkan niatnya. 
Adapun kendala-kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi  
peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang yaitu: a. Kurangnya 
partisipasi  masyarakat  dalam memberikan informasi mengenai 
peredaran minuman keras .b Sulinya menentukan lokasi tempat transaksi 
dan produksi minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita 
bangsa Indonesia 
Sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 
yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya 
tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah 
mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai 
merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang 
ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia 
melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, 
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maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah 
masa reformasi kondisi ekonomi bangsa. 
Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu 
mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti 
dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat 
kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu kabupaten di 
provinsi Sulawesi Selatan, juga terus mengalami perkembangan, baik 
positif maupun yang negatif.Adapun dalam perkembangan-
perkembangan yang negatif di antaranya banyak bermunculan  
produsen minuman keras tradisional. 
 Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat 
dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. 
Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi 
juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat 
pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan 
mengomsumsi minuman keras secara berlebihan hingga 
menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering 
dikatakan mabuk,yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau 
bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga 
minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-
tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, 
kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, 
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penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam 
keluarga. 
 Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman keras 
tradasional di Kabupatan Enrekang, sudah tidak terkontrol lagi, 
sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang 
batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta 
dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, 
terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus 
bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol 
akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada 
masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut 
maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun 
terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, 
mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai 
korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.Tanpa 
kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan 
membiarakan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan 
akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. 
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 
Penulis berinisiatif mengangkat judul “Tinjauan Kriminologi 
terhadap Produsen Minuman Keras Tradisional di Kabupaten 
Enrekang”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian di atas, penulis mengangkat 
permasalahan yang berkaitan dengan kajian kriminologi, dengan 
rumusan masalah sebagai berikut ; 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya 
produsen minuman keras tradisional di Kabupaten 
Enrekang? 
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian 
dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional 
di Kabupaten Enrekang? 
3   Kendala-kendala apakah yang di alami pihak kepolisian 
dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional 
di Kabupaten Enrekang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada permasalahan di atas,  maka yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah ; 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja  yang menyebabkan 
maraknya produsen minuman keras tradisional di 
Kabupataen Enrekang. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan apa yang telah 
dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah peredaran 
minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang. 
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pihak 
kepolisian dalam menangulangi peredran minuman keras 
tradisional di Kabupaten Enrekang. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian 
ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut ; 
1. Memberi manfaat  bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum,baik dalam bidang hukum pidana maupun 
kriminologi. 
2. Menjadi manfaat atau bahan masukan bagi para penegak 
hukum dalam mengambil langkah-langkah dalam mencegah 
dan menanggulangi kejahatan khusunya peredaran 
minuman keras. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
Secara etiologis kriminologi berasal dari kata crime dan logos. 
Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. 
Dari kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kriminologi diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan dan 
tindak pidana. 
Pengertian kriminologi ini oleh beberapa kriminologi diberikan 
definisi yang bervariasi, seperti yang dikemukakan oleh Sutherland. 
W. A. Bonger (Soerjono Soekanto, 1986 : 8) memberikan definisi 
bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan 
untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. 
Menurut Stephan Her Pezt (Moeljatno, 1986 : 3) bahwa : 
Kriminologi dianggap sebagai bagian dari Criminal Science yang 
dengan penelitian empiris berusaha memberikan gambaran tentang 
faktor-faktor kriminalitas (etiology of crime). Kriminologi dianggap 
7 
 
sebagai suatu istilah lokal atau umum untuk lapangan ilmu yang 
sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin 
dikuasai oleh seorang ahli saja. 
Lebih spesifik lagi Edwin H. Sutherland (R. Soesilo, 1985; 1), 
mengartikan kriminologi : Kriminologi adalah keseluruhan 
pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial; 
di dalam skope pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan 
undang- undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang -undang; 
proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan 
hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi. 
Pada dasarnya studi kriminologi dapat berperan bukan hanya 
terbatas pada identifikasi atau penjelasan mengenai sebab musabab 
kejahatan dengan kekerasan semata-mata, melainkan lebih jauh 
dapat diintegrasikan ke dalam usaha-usaha transdisiplin untuk 
menyusun program-program pencegahan dan penanggulangannya.  
Sehubungan dengan hal itu, Rusli Effendy (1986 : 10) 
mengemukakan tujuan dan obyek kriminologi : Obyek kriminologi 
adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya ialah 
mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga orang melakukan 
kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah 
kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah 
disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (mil lien) baik 
keadaan sosiologis maupun ekonomis, kalau sebab-sebab itu sudah 
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diketahui maka dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar tidak 
berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping 
pemidanaan. 
Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dan obyek kriminologi 
serta adanya perbedaan-perbedaan pandangan para kriminologi 
dapat disimpulkan bahwa sasaran utama perhatian kriminologi adalah 
terutama menyangkut  kejahatan dengan segala aspeknya. Sehingga 
menjadi dasar bagi Penulis untuk menyimpulkan, bahwa yang 
dimaksud dengan tinjauan kriminologis mengenai peredran minuman 
keras tradisional ialah suatu tinjauan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi atau yang melatarbelakangi terjadinya peredaran 
minuman keras tradisional, Bagaimana cara penanggulangannya 
serta akibatnya di dalam masyarakat. dengan suatu usaha untuk 
mencoba mempertautkannya dengan keadaan di kabupaten 
Enrekang. 
 
B. Kejahatan 
Bangsa Indonesia pada zaman penjajahan mengalami banyak 
penderitaan, mulai zaman penjajahan Belanda sampai kepada zaman 
penjajahan Jepang. Kedua bangsa ini dalam menjalankan 
penjajahannya, banyak orang Indonesia yang menjadi korban akibat 
kekerasan yang dipergunakan demi untuk mempertahankan 
kekuasaannya di Indonesia.  Sesudah proklamasi kemerdekaan yang 
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dilakukan oleh orang-orang yang tidak menerima Pancasila sebagai 
dasar negara. Seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia 
(PKI) yang membantai para pimpinan Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ABRI).  
Hingga saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap 
hari dalam media massa, baik media cetak maupun elektronika 
memuat berita tentang berbagai pelanggaran hukum. Tidak sedikit 
pelanggaran hukum , seperti perkosaan, pembunuhan, penganiayaan 
berat dan pencurian  dengan latar belakang yang berbeda serta 
modus operandi yang bervariasi.  
Oleh karena itu masalah kejahatan, dapat dikatakan sebagai 
salah satu bagian kehidupan manusia yang akan berlangsung terus 
menerus, sehingga sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang 
baik antara masyarakat, pemerintah dan atau penegak hukum untuk 
mengatasinya dengan sistem pencegahan dan penanggulangan 
sedini mungkin, agar suasana yang tertib dan aman dapat terwujud di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat.  
Telah diuraikan di atas, bahwa kejahatan itu merupakan bagian 
kehidupan manusia sehari-hari, sehingga dengan demikian harus 
diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan.  
Kejahatan adalah perbuatan jahat, yang mengingkari fitrah 
kemanusiaan. Setiap perbuatan atau tindakan merusak, 
mempengaruhi atau merubah sistem dalam arti luas, melanggar 
10 
 
norma-norma yang disepakati untuk ditaati, adalah jahat. Dengan 
demikian kejahatan dapat merugikan masyarakat.  
Pengertian kejahatan dapat ditinjau atas dua sudut pandangan 
yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh A. S.  Alam (2010: 5 ) :  
Batasan kejahatan dari sudut pandangan hukum (a crime from 
the legal point of view) adalah segala tingkah laku yang melanggar 
hukum pidana, sedangkan kejahatan dari pandangan masyarakat (a 
crime from the social point of view) adalah setiap perbuatan-perbuatan 
yang melanggar norma-norma yang masih hidup dan berlaku di dalam 
masyarakat.  
Untuk lebih jelasnya tentang kedua sudut pandangan yang 
dikemukakan di atas, dapat dikutip beberapa pendapat kriminologi, 
yaitu :  
a. W. A. Bonger (1982 : 23) merumuskan pengertian kejahatan 
yaitu: “bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti 
sosial yang oleh negara ditentang dengan sadar” 
b. R. Soesilo (1985: 19) mengemukakan pengertian kejahatan         
yaitu: “suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan) 
jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum 
positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, 
terlepas dari pada hal apakah asas tersebut dicantumkan 
dalam undang-undang pidana”. 
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C. Pengertian Minuman Keras / Beralkohol 
Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman 
beralkohol tidak sama. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia NO. 86 / MEN – KES / PER / IV / 77 
tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah 
semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman 
keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras 
golongan C”. 
Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 
tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pada 
Pasal 1 dijelaskan: 
Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam keputusan 
Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 
dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa 
destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan perlakuan terlebih 
dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 
pengenceran minuman mengandung ethanol. 
Pada Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2004 Nomor 
21 mengenai Peraturan  Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Larangan Pengedaran, Memproduksi, mengkomsumsi, Minuman 
Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika yang ditetapkan di 
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Enrekang pada tanggal 10 Desember 2004 oleh Bupati Enrekang Haji 
Latinro Latunrung dan selanjutnya diundangkan di Enrekang pada 
tanggal 10 Desember 2004 oleh Sekretaris Daerah Drs. H.Tenriangka 
Mori,MM, juga merumuskan pengertian minuman keras sebagai 
berikut : 
Minuman keras adalah semua minuman beralkohol yang dapat 
memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara 
tradisional berupa tuak / ballo maupun produksi pabrik yang dikemas 
dalam kardus, plastik, kaleng atau botol bermerk. 
Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran 
untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan 
pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. 
Produksi adalah setiap kegiatan menanam atau proses 
menyiapkan, melakukan permentasi, menghasilkan, membuat, 
mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai 
bentuk hasil yang diinginkan. 
Mengkomsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan jenis 
minuman beralkohol serta menghisap, menyedot, memasukkan ke 
dalam tubuh dengan alat suntik jenis Narkotika dan Obat Psikotropika. 
Selain itu dijelaskan pula Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pengedaran, 
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Memproduksi, Mengkomsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika 
dan Obat Psikotropika yang menyatakan sebagai berikut : 
Melarang semua jenis minuman keras termasuk tuak / ballo 
untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, 
diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah. 
Sementara itu jenis minuman keras yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 Perda Nomor 18 Tahun 2004 tersebut di atas 
adalah sebagai berikut : 
1. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara 
tradisional berupa air sedapan dari enau, nipa dan perasan 
yang dipermentasi dikenal sebagai arak, ballo, bila diminum 
dapat memabukkan. 
2. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan 
kardus, kaleng, borol, masing-masing ditandai dengan 
merek. 
Adapun ketentuan Pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 
18 Tahun 2004 Kabupaten Enrekang tersebut adalah diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) yaitu : 
 Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), diancam Pidana 
setinggi-tingginya 1 (satu) bulan atau denda Rp 1.000.000,- (satu juta 
rupiah). 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu 
bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung 
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alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau 
kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman 
keras. 
Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor : 15 / M –DAG / 3 / 2006 Tentang  
pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan 
di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu 
Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai 
berikut : 
a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C2H5OH) 1 
% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) 
b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C2H5OH) 5 
% (lima perseratus) sampai 20 %  (dua puluh perseratus) 
c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C2H5OH) 
20 %  (dua puluh perseratus) sampai 55 %  (lima puluh lima 
perseratus) 
Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang 
termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang 
dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya 
tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai 
minuman keras. 
15 
 
Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol 
dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Pengkajian pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP. POM) Majelis 
Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di 
Jakarta, memutuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya  
adalah: 
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol 
(ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH yang 
dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang 
mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain 
sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang 
termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C 
(Per. Menkes No. 86 / 1997) 
Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman 
sejenisnya yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman 
beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap 
dinamakan minuman beralkohol. Meminum minuman beralkohol, 
sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula 
dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, 
membeli dan menikmati hasil / keuntungan dari perdagangan 
minuman beralkohol. 
Minuman keras jika dihubungkan dengan ketentuan syariat 
Islam, merupakan hal yang dilarang, akan tetapi adanya ketentuan 
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Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 itu berarti 
melegalkan perjualan minuman keras. Edi Sudrajat dan Yadi Sastro 
(1996:31) mengemukakan bahwa : 
Di satu sisi, mungkin tak aka nada yang mencibir niat luhur 
pemerintsah itu. Namun, perda ini dapat berarti melegalkan miras. 
Dengan kata lain melalui perda ini menjadi sah diperjual belikan. 
Bahkan produsen dan penjual dilindungi oleh hokum dan aparat 
Negara. Sementara dalam ajaran Islam jelas haram hukumnya. 
Menelaah pendapat Edi Sudrajat dan Yadi Sastro tersebut di 
atas, ternyata perda yang dibuat oleh setiap daerah termasuk 
Peraturan Daerah Kab. Enrekang nomor 18 Tahun 2004 
sesungguhnya jika dilihat dari konteks hukum Islam termasuk hal yang 
dilarang untuk digunakan karena objeknya temasuk kategori haram 
hukumnya, akan tetapi dengan adanya Perda tersebut melegalkan 
penjualan minuman keras jiaka yang bersangkutan mempunyai izin 
penjualan minuman keras. 
Selain masalah tersebut di atas, juga untuk dapat menutup 
pabrik minuman keras merupakan suatu masalah yang sangat 
mendasar karena pajak yang diperoleh dari minuman keras tersebut 
salah satu sumber devisa Negara. Karena latar belakang inilah 
minuman keras senangtiasa hangat dipersoalkan. 
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D. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol 
Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman 
keras / Minman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 
Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Minuman Beralkohol. 
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / 
IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus 
mengatur tentang izin minuman keras. 
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / 
PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 
Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. 
4. Khusus di Kab. Enrekang diatur oleh Peraturan Daerah Kab. 
Enrekang Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan 
Pengedaran, Memproduksi, Mengkomsumsi, Minuman Keras 
Beralkohol, Narkotiks dan Obat Psikotropika. 
Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas yang 
mengatur tentang izin penjualan minuman keras di Kota Enrekang 
menunjukkan bahwa penjualan minuman keras tidak akan habis – 
habisnya dipersoalakan. Hal ini disebabkan karena bukan saja 
menimbulkan hukum, agama dan kesehatan tetapi juga dapat 
menimbulkan masalah ekonomi. 
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Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah 
sama dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras dan sama 
dengan Peraturan Daerah Kab. Enrekang  18 Tahun 2004 tentang 
Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengkomsumsi, Minuman 
Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Perbedaannya 
terletak pada penamaan dimana dalam keputusan Presiden dan 
Peraturan Daerah Kab. Enrekang memberikan nama minuman keras. 
Menurut penulis, Keputusan presiden lebih luas cakupannya karena 
semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan 
pengendalian di lapangan. 
Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 / M-DAG / 
PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, 
Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol pasal 34 
mengemukakan bahwa : 
Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman 
beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C 
kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan 
Warga Negara Asing yang telah dewasa. 
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Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
86 / Men-Kes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf F 
dijelaskan bahwa untuk menjual minuman keras harus memiliki izin 
dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. 
Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 2 ayat (2) 
dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan 
menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian 
peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman 
beralkohol. 
Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 
18 Tahun 2004 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, 
Mengkomsumsi, Minuman Keras Beralkohol, Narkotika dan Obat 
Psikotropika menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab 
pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat 
pemerintahan Daerah yaitu : 
Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, 
Narkotika dan Obat Psikotropika terhadap kegiatan mengkonsumsi 
secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli, dan peredaran dalam 
Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh aparat pemerintahan Daerah 
yaitu Satuan Polisi pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik 
Pegawai Negri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 
terkoordinasi. 
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Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penulis berpendapat bahwa 
pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol 
adalah kewenangan Depertemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha 
penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendal;iaannya 
di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Pemerintah Daerah Kab. Enrekang. 
Menjual minuman keras / minuman beralkohol tentunya dapat 
menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya 
dapat menimbulkan atau meningakatkan angka kriminalitas, merusak 
kesehatan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Peraturan Daerah 
Kab. Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengawasan, 
Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat 
Penjualan Minuman / beralkohol merupakan salah satu instrument 
hukum penjualan minuman keras diatara sekian banyak dasar hulum 
penjualan minuman keras yang sudah dikemukakan di atas. Menurut 
pendapat Penulis bahwa Perada yang dimaksud bukan menyangkut 
penjualannya, tetapi lebih menekankan pada pengawasan dan 
pengendalian serta pajaknya yang merupakan sumber pendapatan 
asli daerah. S. A Marbun dan Moh. Mahfud (A. S. Alam, 17 – 12 -  
1999) menemukakan bahwa : 
Fungsi pajak merupakan sumber untuk memasukkan uang 
sebanyak-banyaknya pada kas Negara yang kemudian dipergunakan 
untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang (di Indonesia) 
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pada umumnya dipergunakan yang umunya digunakan untuk 
pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi reguler suatu alat untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada dalam bidang ekonomi 
yang banyak ditunjukan pada sektor swasta. 
Dengan demikian dasar hukum penjualan minuman keras jika 
dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 18 
Tahun 2004 bertujuan untuk mengatur dan menerbitkan penjualan 
minuman keras seperti yang dikatakan E. Ultrecht’ (Philipus M. 
Hadjon. 1983:89) bahwa : 
Tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, 
menerbitkan dan membimbing penghidupan ekonomis bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat yang merupakan jalinan 
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas 
kerukunan”. 
 
E. Teori-Teori Penyebab Kejahatan 
Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi 
untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian (Romli 
Atmasasmita, 1992 : 71) : Titik pandang secara makro 
(macrotheories). Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan 
dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik 
beratkan kejahatan pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomi dan 
teori konflik. 
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Titik pandang secara mikro (microtheories) Titik pandang secara 
mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam 
masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat 
terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan terdapat 
pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu 
kejahatan. 
a. Bridging theories 
 Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan 
bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat. 
Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab 
kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian : ( A.S Alam, 2010 : 47-61) 
b. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)  
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada 
perkembangan teori ini yaitu : 
1. Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan 
individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, 
bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut 
Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu 
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itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi 
sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan 
pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku 
menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim 
memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang 
menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (intimacy) yang 
diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum(a 
common set of rules) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan 
dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan 
dengan harapan dan tindakan individu lainnnya. Hal ini jika terjadi 
secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun 
dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada 
pada kondisi anomi. 
2. Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robet 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya 
perbedaan struktur dalam masyarakat (social structure). Pada 
dasarnya semua individu memiki kesadaran hukum dan taat pada 
hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan 
besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu 
kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial 
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(social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial 
yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut. 
c. Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories) 
Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. 
Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan 
kekuatan sosial (social forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya 
memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah 
(lower class). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan 
membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga perspektif Teori Kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Ulfa. 2001: 35), yaitu: 
1.  Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
Biologis 
a. Cesare Lombroso (1835-1909) 
 Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak 
tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu 
studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran 
Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa 
penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang 
berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para 
penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi 
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dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan 
evolusi. 
 Teori Lambroso(Topo Santoso, 2001:37) tentang born 
criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat 
adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih 
mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat 
bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka 
dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata 
– ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum 
mereka benar-benar menjadi manusia. 
Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali 
para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, 
suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang 
merobek dan melahap daging mentah. 
Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih 
besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang 
menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di 
atas tanah. 
b. Enrico Ferri (1856-1929)  
Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa “kejahatan 
dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara 
faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-
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faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel 
psikologis).”  
Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau 
diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi 
perunahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, 
fasilitas rekreasi dan sebagainya. 
c. Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada 
bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut 
sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori 
ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam 
seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat 
hukum,dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat 
mengabaikannya. Kejahatan demikian, mengganggu sentimen-
sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (menghargai hak milik 
orang lain). 
d. Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa “tidak 
ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan 
non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh.” Para penjahat 
didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini 
sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara 
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biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik 
penjahat. 
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
psikologis 
a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow Yochelson dan 
Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya 
ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa 
para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense 
superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang 
mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. 
Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan 
memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. 
b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) Teori 
psikoanalisa,  ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari 
kejahatan, yaitu : Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat 
dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka, Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-
menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti 
kesalahan, Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari 
konflik psikologis. 
3.  Teori - teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif 
Sosiologis  
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Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis 
dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan 
dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang 
menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya.  
a. Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan 
melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim 
meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang 
menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-
tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin 
bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain 
.b. Robert K. Merton 
Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan 
secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. 
Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.  
Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor 
(B.Bosu : 1982), yaitu : 
1. Faktor pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau 
bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan 
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karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia 
seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang 
tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan 
orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 
Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan 
32 tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa 
ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya 
mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan 
kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. 
Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 
tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks 
seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia 
telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering 
melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan 
seterusnya. 
2. Faktor lingkungan 
Socrates (B. Bosu, 1982:24) “mengatakan bahwa manusia masih 
melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak 
nyata baginya.” Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang 
dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang 
sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada 
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pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun 
akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang 
harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat 
maupun Negara. 
 
  F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Sebagaimana yang telah diungkapakan A.S Alam bahwa 
penanggulangan kejahatan empiric terdiri atas tiga bagian pokok, 
yaitu: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang mekipun 
ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NNK, yaitu: 
Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut 
meskipun waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu tejadi 
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dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di 
dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh 
ada orang yang mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan 
karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, 
dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi 
kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
3.  Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
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                                                             BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Enrekang 
Sulawesi Selatan, khususnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) 
Kabupaten Enrekang sebagai tempat penelitian enulis dalam upaya 
mencegah terjadinya kejahatan peredaran minuman keras tradisonal. 
B. Jenis dan Sumber data 
Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan 
dua jenis data, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan 
mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait 
sehubungan dengan penulisan skripsi ini.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas 
dalam penulisan skripsi ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan 
teknik sebagai berikut : 
a. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan dengan cara 
wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 
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responden/narasumber yaitu pihak Kepolisian Resor (Polres) 
Kabupaten Enrekang. 
b. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan dengan 
mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para 
sarjana, kamus-kamus, bahan-bahan laporan, dokumen atau arsip, 
dan beberapa refensi buku, yang ada kaitannya dengan skripsi ini.  
D. Analisis Data 
Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya 
menjelaskan atau menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan 
oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Enrekang dalam mencegah 
terjadinya kejahatan peredaran minuman keras tradisional, kemudian 
dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya 
diambil suatu kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyalagunaan 
Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang 
1. Data Kasus Kejahatan Penyalagunaan Minuman Keras di 
Kabupaten Enrekang Tahun 2009-2013 
Berikut diketahui tingkat kejahatan peredaran minuman 
keras yang terjadi pada kurun waktu tahun 2009-2013 di wilayah 
hukum Polres Enrekang sebagaimana terurai pada tabel 1 berikut. 
Tabel 1. 
 Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten 
Enrekang 
No. Tahun 
Jumlah kejahatan peredaran 
miras yang terjadi 
Keterangan 
1. 2009  2 Kasus P21 
2. 2010  1  Kasus P21 
3. 2011 3  Kasus P21 
4. 2012 1 Kasus P21 
5. 2013 - - 
Jumlah 7 Kasus  
Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014 
 
Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukan bahwa  ada 7 
kasus yang terjadi di Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 
2009-2013. Dapat dilihat juga bahwa hampir semua kasus 
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kejahatan penyalahgunaan minuman keras  tersebut dilanjutkan di 
tingkat penuntutan oleh kejaksaan (P21). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Kaur bin ops reskrim Polres Enrekang Ipda. 
Lukman., di jelaskan bahwa setiap kasus kejahatan penyalagunaan 
minuman keras dalam hal penyelidikan dan penyidikan akan selalu 
sampai tahap berlanjut sampai pada kejaksaan (P21) . 
Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan penyalahgunaan 
minuman keras yang terjadi di wilayah hukum polres Enrekang dari 
tahun 2009-2013, dapat dilihat melalui tabel 2 berikut. 
Tabel 2. 
 Bentuk-bentuk Kejahatan Penyalagunaan Minuman keras yang 
terjadi di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2009-2013. 
No. Tahun Tertangkap 
tangan,mengkonsumsi 
miras. 
Tertangkap tangan 
memproduksi, 
menyalurkan 
,menjual miras. 
1. 2009 - 2 
2. 2010 - 1 
3. 2011 1 2 
4. 2012 - 1 
5. 2013 - - 
Jumlah 1 6 
    Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014  
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Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa bentuk kejahatan 
penyalahgunaan minuman keras yang banyak terjadi di wilayah 
hukum Polres Enrekang  dengan jumlah sebanyak 6 kasus yaitu 
tertangkap tangan memproduksi,menyalurkan,menjual minuman 
keras . Sedangkan bentuk Tertangkap tangan mengkomsumsi 
minuman keras yaitu sebanyak 1 kasus. 
Sedangkan Untuk mengetahui jenis minuman keras yang 
banyak beredar  di Wilayah hukum polres Enrekang dari tahun 
2009-2013 ,dapat dilihat melalui table 3 berikut. 
Tabel 3. 
 Jenis Minuman Keras yang banyak beredar di Kabupaten 
Enrekang dari Tahun 2009-2013. 
No. Tahun Miras produksi pabrik Miras tradisional 
1. 2009 1 1 
2. 2010 - 1 
3. 2011 1 2 
4. 2012 - 1 
5. 2013 - - 
Jumlah 2 5 
    Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014 
Berdasarkan tabel 3  di atas, terlihat bahwa minuman keras 
yang banyak beredar di wilayah hukum polres Enrekang 
merupakan minuman keras tradisional dengan jumlah 5 kasus. 
Sedangkan minuman keras produksi pabrik hanya  2 kasus. 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Penyebab Maraknya Produsen 
Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang. 
Dalam mencari penyebab tejadinya kejahatan peredaran 
minuman keras tradisional yang merupakan suatu permasalahan 
yang sangat menarik untuk di kaji karna pada umumnya para 
kriminologi menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan 
melakukan kejahatan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor 
yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal 
yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang . 
Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan 
tentunya tidak berdiri sendiri, karna dari penyebabnya dapat di 
pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kab 
Enrekang . Penulis berhasil menemukan  13 penjual minuman 
keras tradisional di Kabupaten enrekang . Diantara 13 penjual 
minuman keras tradisional , Penulis melakukan wawancara 
langsung dengan 5 orang pelaku sebagai sampling (khusus di 
daerah kec. Maiwa ). Tehadap pelaku-pelaku tersebut Penulis 
memberikan beberapa pertanyaan,faktor-faktor penyebab para 
pelaku melakukan kejahatan peredaran minuman keras 
tradisioanal. Dan dari hasil wawancara tersebut, para pelaku 
mengemukakan faktor-faktor penyebab mereka melakukan 
kejahatan peredaran minuman keras yaitu nampak dalam tabel 4 
berikut. 
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Tabel 4. 
. Hasil Wawancara dengan pelaku peredaran minuman keras. 
1. Inisial Wr, Pekerjaan Tani 
 Alasan Wr mengaku memproduksi minuman keras 
tradisional karena tergiur oleh keuntungan 
yang bisa berlipat ganda. 
2. Insial RT, Pekerjaan Tani 
 Alasan RT mengaku jika tuak diproses menjadi gula 
merah butuh waktu yang lamal 
3. Inisial DS, Pekerjaan Tani 
 Alasan DS mengaku membuat minuman keras 
tradisional merupakan pekerjaan turun 
temurun dari orang tuanya 
4. Inisial HR, Pekerjaan Swasta 
 Alasan HR mengaku menjual minuman keras 
tradisional karena jika tuak diproses menjadi 
gula merah akan butuh biaya tambahan dan  
waktu yang lama 
5. Inisial AB, Pekerjaan Tani 
 Alasan AB mengaku menjual minuman keras 
tradisional  karena harganya lebih mahal di 
bandingkan gula merah 
Wawancara : Tanggal 29 mei 2014 
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Dari data yang di peroleh diatas melalui wawancara dengan 
beberapa penjual minuman keras tradisional di kabupaten 
Enrekang. Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran 
minuman keras tradisional. 
1. Faktor Ekonomi  
Dalam hal ini tingkat ekonomi yang rendah merupakan salah 
motif  untuk memproduksi minuman keras tradisional di 
kab.Enrekang. Dimana para pelaku mayoritas merupakan  petani 
dan pembuat gula merah yang berpenghasilan rendah.  
Dari data yang Penulis peroleh berdasarkan wawancara 
langsung dengan para pelaku pembuat minuman keras tradisional 
faktor yang paling dominan mempengaruhi para pelaku adalah 
faktor ekonomi di mana penghasilan mereka akan jauh lebih tinggi 
jika tuak yang meupakan bahan baku utama pembuatan gula 
merah di fermentasi menjadi minuman keras tradisional. 
Di samping itu waktu yang di butuhkan jika tuak tersebut 
diolah menjadi gula merah akan membutuhkan waktu yang lama 
dibandingkan di buat minuman keras tradisional .Sehingga bisa 
melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Bahkan 
penghasilan dari produksi minuman keras tradisional jauh lebih 
besar jika dibandingkan produksi gula merah. 
          2.Faktor Lingkungan Sosial 
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Lingkungan yang padat masyarakatnya namun tidak tanggap 
mengenai masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya akan 
berakibat buruk bagi warganya, ini kita lihat,bahwa sebenarnya 
masyarakat tidak terlalu menanggapi masalah minuman keras 
tersebut,,ada beberapa warga masyarakat dalam memberikan 
informasi atau pun komunikasi antara warganya yang dilakukan 
justru mengarah kearah yang salah,minuman keras dianggap hal 
yang biasa padahal sebenarnya,minuman keras tersebutlah yang 
menimbulkan dampak negatif  berupa tindak kriminal kejahatan dan 
kejahatan lainnya. 
        3. Faktor budaya 
Kebiasaan masyarakat mengkomsumsi minuman keras 
tradisional juga menjadi salah satu faktor sehingga produksi 
minuman keras tradisional tetap bertahan bahkan jauh lebih tinggi 
dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 
permintaan minuman keras tradisional yang tidak hanya digemari 
oleh orang dewasa tetapi juga telah menyasar para remaja dan 
anak dibawah umur.  
Munculnya anggapan ditengah masyarakat bahwa minuman 
keras tradisional merupakan minuman para raja terdahulu juga 
menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sehingga 
masyarakat masih mempertahankan kebiasaan mengkomsumsi 
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minuman keras tradisional bahkan hampir disetiap pesta rakyat 
tidak pernah lepas dari minuman keras tradisional 
 
B. Upaya-Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Perederan 
Minuman Keras Tradisional  di Kabupaten Enrekang 
Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran 
minuman keras tradisional  di kabupaten Enrekang telah diupayakan 
dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah 
aparat kepolisian Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak 
yang terkait seperti pemerintah, tokoh masyarakat. 
Adapun  upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan 
peredaran minuman keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
Enrekang yaitu sebagai berikut: 
1. Upaya Pre-emtif 
Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif yaitu 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-
nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. 
Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan 
tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman  selaku 
kepala unit reskrim polres Enrekang (tanggal 1 mei 2014), 
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mengatasi kejahatan peredaran  pihak kepolisian minuman keras 
melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu  
1. Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada 
masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar 
sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran minuman keras 
tradisional, 
2. Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk 
orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran 
minuman keras. 
3. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan 
pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat 
tentang minuman keras tradisional dan sanksi berat bagi 
pelaku kejahatan peredaran minuman keras tradisional . Selain 
penyuluhan, yang dilakukan yaitu memajang pamflet-pamflet 
atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menkomsumsi 
minuman beralkohol. 
 
 
 
2. Upaya Preventif 
Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya 
Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan 
43 
 
untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
aparat kepolisian Lukman, selaku Kepala Unit Reskrim Enrekang 
bahwa upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan turut 
aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap 
penanganan kasus kejahatan peredaran minuman keras antara 
lain:  
1. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap masyarakat 
melalui kamtibmas. 
2. Dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan 
agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, serta orang tua 
harus menjadi tauladan yang baik terhadap anak-anaknya. 
3. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan 
masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan. 
4. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada 
tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran minuman keras 
di Kabupaten Enrekang. 
5. Menciptakan kesadaran dari warga masyarakat agar 
melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya  
 
Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian 
Enrekag harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 
dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran 
minuman keras. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan 
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mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil 
pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. 
3. Upaya Represif 
Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan 
kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak 
dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak 
lagi mengulanginya. 
Penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras 
dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, 
penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran 
narkotika dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan 
efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang 
hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya. 
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C. Kendala-Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Kejahatan Peredaran Minuman keras Tradisional 
Kepolisian Resor Enrekang dalam melakukan upaya 
penanggulangan peredaran minuman keras tentu tidak selamanya 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak 
hukum dalam hal ini pihak polres Enrekang pada khususnya maupun 
masyarakat Enrekang pada umumnya. 
Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai 
kendala-kendala yang dihadapi pihak polres Enrekang dalam 
menghambat pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan 
peredaran minuman keras tradisional, meliputi: 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat memberi informasi mengenai 
peredaran minuman keras  untuk dan bekerja sama dengan 
kepolisian Enrekang. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan kasat rerkrim 
polres Enrekang AKP Irwanto,S.H   (tanggal 1 mei 2014) dijelaskan 
bahwa: 
“kurangnya informasi dari masyarakat jika ada persoalan 
terkait kejahatan peredaran minuman keras, padahal bila hal 
ini dibiarkan maka pelaku-pelaku akan semakin merajalela 
sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat itu 
sendiri, dan hal tersebut tentunya merugikan bagi 
masyarakat Enrekang”. 
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Hal yang tidak bisa diingkari bahwa partisipasi dan kontrol 
masyarakat masih sangat rendah karena rasa kurangnya 
kepedulian terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat 
secara langsung adanya perbuatan penyalagunaan minuman 
keras. Selain itu, timbulnya rasa takut apabila jadi saksi, karena 
saksi bisa dijadikan ancaman sindikat pengedaran minuman keras.  
2. Sulitnya menentukan lokasi produksi dan  transaksi yang 
digunakan oleh pelaku kejahatan peredaran minuman keras  
  Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres 
Enrekang AKP. Irwanto, S.H. (tanggal 1 mei 2014) menjelaskan 
bahwa: 
“yang juga menjadi kendala yang harus dihadapi oleh pihak 
kepolisian Enrekang adalah sulitnya menentukan lokasi  
produksi dan transaksi yang digunakan oleh pelaku 
kejahatan peredaran minuman keras di Enrekang. Hal ini 
menjadi penting karena pihak kepolisian harus mencari 
lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan dan 
pengamanan terhadap pelaku kejahatan  peredaran 
minuman keras  di Enrekang”. 
 
  Hal ini dipertegas lagi oleh kesimpulan penulis setelah 
melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kejahatan 
peredaran minuman keras bahwasannya pelaku bekerja dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
Para pelaku melakukan komunikasi untuk transaksi dengan 
menggunakan handphone dalam menentukan waktu dan tempat 
terjadinya transaksi tersebut.  
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  Maka dari itu, hal terpenting adalah kesadaran masyarakat 
Enrekang dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam 
pengungkapan para pelaku kejahatan peredaran minuman keras  
melaporkan langsung apabila di lingkungan sekitar ada suatu 
dugaan tindak kejahatan peredaran minuman keras. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat 
berkesimpulan bahwa: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produksi minuman 
keras tradisional  di Kabupaten Enrekang yaitu: 
a. Faktor ekonomi; 
b. Faktor lingkungan Sosial; 
c. Faktor budaya ; 
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras di 
Kabupaten Enrekang yaitu: 
a. Upaya Pre-emtif yakni: 
1) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada 
masyarakat terhadap kejahatan peredaran minuman keras . 
2) Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho dan 
menghimbau lewat media cetak atau media elektronik 
tentang bahaya minuman keras. 
b. Upaya Preventif  yaitu dengan memperketat pengawasan 
dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan peredaran 
minuman keras di Kabupaten Enrekang 
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c. Upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan secara 
tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan 
peredaran minuman keras dengan peraturan serta sanksi yang 
bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi 
ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar 
dapat mengurungkan niatnya. 
3. Kendala-kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang yaitu: 
a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberi informasi 
mengenai peredaran minuman keras dan  bekerja sama dengan 
kepolisian Enrekang. 
b. Sulitnya menentukan lokasi produksi dan  transaksi yang 
digunakan oleh pelaku kejahatan peredaran minuman keras di 
Enrekang. 
B. Saran 
Sebagai pelengkap tulisan ini, beberapa pemikiran penulis 
tuangkan dalam bentuk saran sebagai berikut: 
1. Melihat hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan 
kejahatan peredaran minuman keras  adalah kurangnya perhatian 
dan informasi dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak 
kepolisian, maka sebaiknya ditingkatkan lagi pemberian 
pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kerja sama 
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dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di 
Kabupaten Enrekang. 
2. Penyalahgunaan minuman keras  merupakan suatu kejahatan yang 
membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Oleh  
karena itu, selain pihak kepolisian yang melakukan upaya 
penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras, maka 
masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya 
pemberantasan peredaran minuman keras  dan tidak diam disaat ia 
mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras. 
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